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Source: Human Development Report Office.

Sumber: Human Development Report 2016 Human Development for
Everyone (UNDP)

Dalam upaya mencapai kesetaraan gender, UNDP mengidentifikasi
faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kesetaraan gender,
diantaranyayaitu:

1. Tingginyaintoleransi dan eksklusivitas.

2. Krisisidentitas.

3. Lembaga negara maupun lembaga sosial kemasyarakatan
dikuasai oleh elite penguasa.

4. Dayatawar perempuan yanglemah dalam ranah public.

Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan adalah upaya atau strategi yang harus dilakukan
untuk memberi peluang kepada seluruh komponen agar dapat
berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan
gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional dipandang
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perlu untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas
perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan
gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Pengarusutamaan gender (PUG), atau dalam istilah
Inggris: Gender Mainstraiming, merupakan suatu strategi untuk
mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan
program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan,
dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan
program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Tujuan
pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan
dan laki-laki:

1. Memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya
pembangunan,

2. Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan.
Termasuk proses pengambilan keputusan,

3. Mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya
pembangunan

4. Memperoleh manfaatyangsama dari hasil pembangunan.

Penyelenggaraan pangarusutamaan gender mencakup baik
pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan
kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah
kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan
perbaikan kondisi perempuan dan/atau laki-laki guna
menjalankan peran-peran sosial masing-masing, seperti perbaikan
taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan
lapangan Kkerja, penyediaan air bersih, dan pemberantasan buta
aksara. Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan perempuan
dan/atau laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi
gender dan perbaikan posisi perempuan dan/atau laki-laki, seperti
perubahan di dalam pola pembagian peran, pembagian Kkerja,
kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya. Pemenuhan
kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang, seperti perubahan
hak hukum, penghapusan kekerasan dan deskriminasi di berbagai
bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang
sama, dan sebagainya.



Pemerintah Indonesia sendiri melalui Instruksi Presiden No.9
Tahun 2000 mengusung tentang pentingnya pengarusutamaan
gender dalam pembangunan nasional. Instruksi ini adalah bentuk
usaha preventif supaya tercipta balance antara laki-laki dan
perempuan dalam upaya percepatan pembangunan nasional.
Dengan strategi ini diharapkan akan terjadi percepatan
peningkatan partisipasi dan kedudukan perempuan karena setiap
tahap proses pembangunan dilakukan dengan cara pandang
(perspektif) gender dengan disertai adanya kesadaran bahwa ada
perbedaan kapasitas, potensi, aspirasi, kepentingan dan kebutuhan
antara perempuan dan laki-laki di semua sektor pembangunan dan
diberbagai dimensikehidupan.

Pengarusutamaan gender sebagai suatu strategi untuk mencapai
kesetaraan dan keadilan gender melalui perencanaan dan
penerapan kebijakan yang berspektif gender pada organisasi dan
institusi. Pengarusutamaan gender merupakan strategi alternatif
bagi usaha percepatan tercapainya kesetaraan gender karena
nuansa kepekaan gender menjadi salah satu landasan dalam
penyusunan dan perumusan strategi, struktur, dan sistem dari
suatu organisasi atau institusi, serta menjadi bagian dari nafas
budaya di dalamnya. Atau dalam arti lain pengarusutamaan gender
adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender
menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan
program pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender
bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan
program pembangunan nasional yang berspektif gender dalam
rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan pengarusutamaan gender adalah menarik perempuan
kedalam arus utama pembangunan bangsa dan masyarakat sebagai
warganegara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama
dengan laki-laki. Tujuan pengarusutamaan gender adalah
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di dalam keluarga,
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masyarakat, bangsa, dan Negara melalui perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan
gender berfungsi untuk menciptakan mekanisme-mekanisme
kelembagaan bagi kemajuan perempuan di semua bidang kegiatan
dan kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Isu Gender terkait dengan Human Trafficking

Peran perempuan ditentukan oleh proses pematangan melalui
lingkungan. Proses pematangan kaum perempuan antara lain
melalui pendidikan. Pendidikan perempuan khusus diberikan pada
perempuan marjinal melalui affirmatif action. Pendidikan
perempuan pada hakikatnya adalah pendidikan orang dewasa,
sedangkan membelajarkan orang dewasa, adalah mengajak orang
dewasa berbuat ke arah suatu tujuan. Orang dewasa akan berbuat
atau melakukan sesuatu apabila diyakini bahwa yang diperbuatnya
bermanfaat. Sama hal nya pendidikan bagi kaum perempuan
diyakini akan bermanfaat bagi masa depan mereka terutama dalam
melaksanakan fungsi keluarga.

Secara tradisional, peranan utama seorang perempuan telah
dibatasi dalam rumah sebagai seorang ibu dan isteri, kemandirian
akibat perkembangan industrialisasi dan urbanisasi, secara
berangsur-angsur mengalami proses perubahan terhadap status
wanita. Terlebih lagi bagi kaum perempuan yang memperoleh
kesempatan memperoleh pekerjaan di luar rumah, perubahan
status perempuan makin terlihat jelas. Dua indikator dari status
perempuan yang dapat digunakan yaitu pola otoritas keluarga dan
status pekerjaan. Pola otoritas suami isteri dalam keluarga dilihat
dari adanya dominasi atau isteri, atau keduanya. Yang mana salah
satu pola otoritas ditentukan oleh tingkat pendidikan.

Pendidikan merupakan faktor penting di dalam mempengaruhi
ukuran keluarga atau nilai keluarga. Masyarakat dari pendidikan
berbeda mempunyai sikap yang berbeda tehadap pilihan nilai
keluarga. Namun sebenarnya terlepas dari persoalan tinggi



rendahnya tingkat pendidikan suami dan isteri, setiap keluarga
memiliki fungsi, yaitu : (1) proses regenerasi; (2) penopang
ekonomi keluarga; (3) memecahkan masalah keluarga dengan
tetap memelihara perilaku yang baik; (4) sosialisasi, agar anak
menjadi dewasa, dan kompeten serta berpartisipasi terhadap
masyarakat; (5) dukungan emosional, yakni sebagai pengikat
kebersamaan yang harmonis, dalam menghadapai krisis emosi, dan
membantu perkembangan perasaan, serta komitmen terhadap
tujuan masing-masing anggota keluarga.

Diantara sebagian fungsi keluarga, ternyata fungsi sosialisasi
mempunyai pengaruh penting terhadap perkembangan anak-
anak. Banyak cara orang tua didalam membantu perkembangan
kemampuan anak, kepekaan serta tanggap terhadap
lingkungannya, disiplin, memiliki moralitas dan pengendalian diri,
serta mampu menghadapi segala tantangan lingkungan sosial
wujud keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan
pengarustamaan gender disebabkan perkembangan
pengarusutamaan gender di dunia.

Perkembangan kesetaraan gender ini lebih memperoleh dukungan
dari PBB (United Nations) dengan menyelennggarakan konferensi
dunia di Kopenhagen pada tahun 1980 dengan mengeluarkan
konvensi mengenai peniadaan seluruh bentuk diskriminasi
terhadap perempuan (CEDAW). Memasuki abad ke 20 diadakan
konferensi perempuan keempat di Beijing pada tahun 1995 dengan
menghasilkan 12 isu kritis yang harus segera ditangani yang terkait
dengan masalah perempuan yaitu:

Perempuan dan kemiskinan,

Pendidikan dan pelatihan bagi perempuan,

Perempuan dan kesehatan,

Kekerasan dalam perempuan,

Perempuan dan konflik senjata,

Perempuan dan ekonomi,

Perempuan dalam kedudukan pemegang kekuasaan dan
pengambilan keputusan,
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